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1. Visi dan Misi

Universitas

Visi :

“Menjadi Universitas Unggul di Bidang Sociopreneur di

Tingkat Nasional yang Berwawasan Internasional pada

Tahun 2029”

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan
pengabdian masyarakat

2. Menerapkan sistem pembelajaran yang berorientasi pada
Sociopreneur, sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta memenuhi tuntutan
pengguna.

3. Melakukan kerja sama dengan lembaga di dalam maupun
di luar negeri baik lembaga penelitian, pendidikan dan
pengabdian masyarakat serta kalangan pemerintah
maupun swasta, industri dan masyarakat luas.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan inovatif dan memiliki keunggulan
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta
mempunyai kemampuan sociopreneur sebagai
perwujudan dari cita-cita “Angudi Mulyaning Bangsa”.

2. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni
karya inovatif yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa.

3. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat untuk

kemakmuran bangsa.

2. Tujuan Manual

Dokumen tertulis Manual Penetapan Standar Universitas
Mercu Buana Yogyakarta untuk merancang, merumuskan,

dan menetapkan standar pengelolaan

3. Luas Lingkup
Manual

Manual ini berlaku:
1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang,
dirumuskan, dan ditetapkan;

2. Berlaku untuk semua standar pengelolaan.

4. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan: Suatu dokumen tertulis, yang

naskah utamanya berisi ketentuan-ketentuan yang
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menunjukkan persyaratan yang perlu ditaati, dan secara
umum tidak bertentangan dengan standar atau kode lain
Merancang standar pengelolaan: olah pikir untuk
menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan
dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi
/menjabarkan 24 standar nasional pendidikan menjadi
berbagai standar lain yang mengatur berbagai aspek
secara lebih rinci;

Merumuskan standar pengelolaan: menuliskan isi setiap
standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh
dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour,
Competence, dan Degree;

Menetapkan standar pengelolaan: tindakan berupa
persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar
dinyatakan berlaku;

Studi  pelacakan: suatu bentuk pelacakan dan
penelusuran alumni yang dilakukan untuk mendapatkan
informasi dan umpan balik atas relevansi kurikulum
dengan kebutuhan pasar kerja.

Uji publik: suatu tindakan pengkajian/penelaahan sebuah
rancangan standar oleh pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran sebelum

rancangan standar menjadi suatu ketetapan.

5. Langkah-langkah

atau Prosedur

. Jadikan visi dan misi Universitas sebagai titik tolak dan

tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan
standar.

Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-
undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang
hendak dibuatkan standarnya.

Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang
tercantum dalam peraturan perundangundangan yang
tidak dapat disimpangi.

Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT
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analysis.

5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek
yang hendak dibuatkan standarnya itu, terhadap
pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

6. Lakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga 4
dengan mengujinya terhadap visi dan misi universitas.

7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan
menggunakan rumus ABCD.

8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan
mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau
eksternal untuk mendapatkan saran.

9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan
memperhatikan hasil dari nomor 8.

10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar
untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau
kesalahan penulisan.

11. Sahkan dan berlakukan standar melalui penetapan dalam

bentuk keputusan.

6. Kualifikasi Pejabat/
Petugas yang
menjalankan SoP

Tim SPMI PT atau Unit khusus SPMI sebagai perancang dan
koordinator, dengan melibatkan Yayasan, pimpinan
Universitas Mercu Buana Yogyakarta dan semua unit, serta
para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas,

kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan
dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang
pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir / Template standar.
8. Referensi 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang
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Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015
Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang
Pendidikan Tinggi.

. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

. Pedoman penilaian Borang Akreditasi BAN-PT

7. Permendikbud No.50 Tahun 2014 tentang Sistem

Penjaminan Mutu Dikti.
. Permendikbud no. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi
Program Studi dan Perguruan Tinggi

. Statuta dan Renstra Universitas

)



